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DAN BELANJA DAERAH {ABUPATEN LAMPUNG SELATAN

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa ager pelaksanaar Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Daerah Kabupaten Lampung Sclatan dapat berjalan elektif dan
eiisien serta sesuzl dengan ketentuan Peraturan perundang-
undangan yang Dberlaky, maka perlu mengstur Pedoman
Pelaksanaan Anggaran [Pcndapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampun 2 Selatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

hurul a tersebut d atas, perhi menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedomar Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetanan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat
Nomor 6 Tahun 1936 tentang Pembeniukan Dacrah Tingkat [
termasuk Kota Praja dalam  Lingkungan Daerah Tingkat |
Sumatera Selatan sebaga. Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Ind anesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nosnor 28 Tahun 1999 tenfang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Kerupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembar:n Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahar Lembaran Negara KRepublik Irdonesia
Nornor 3851);

Urdang-Undang Norior 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Hepublix Indonesiu Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembarar. Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nossor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara ([Lembaran Niogara Rspubik ITndonesia Tahiin 2004 Nomor
o, Tambahan Lembarai Negara Republil Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Tangpung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Tadonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan L:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebhagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang DMomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik In‘donesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nb>mor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomeor 126,
Tambahan Lembar: n Negara Republik [ndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacral (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5( 49);

. Undang-Undang Noamor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan perundszng-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201] Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesta Nomor 5234);

Peraturan Pemerin'alh Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Penimbangan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambuahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4375);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Kcuangin Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2CC5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Womor 4576);

Peraturan Pemerintzh Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembarai Hegara Repuhblik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintzh Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia “‘ahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614}; '

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahui:

2007 Nomor 89, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 4741);




Menetapkan :

16.
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18.
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Peraturan Pemerirtah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2308 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4890,

Peraturan Pemerin ah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Peraanlaatan lnsentil Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah {f.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomo- 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161];

Peraturan Pemerin-ah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2010 Nomeor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4 74);

Peraturan Menteri Jalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolean Keuangan Dacrah, sebagaimana telah
diubah beberapa keli, terakhir dengan Pcraturan Menleri Dalam
Negeri Nomor 21 Tayun 2011;

Peraturan Daerah Kabupalen Lampung Selatan Nomor 08 Tahun
2007 tentang Polok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007
Nomor 08, Tambal an Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 08);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupater. Lampung Sclatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampun: Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) ,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun
2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun

02012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Lampung Selatan Nomor 23);

MENM UTUSKAN:

PERATURAN BUPAT! TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yar g dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
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15.

16.

Pemerintah Daersh adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Sekretariat Daeraly adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Kepala Satuan  {erja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan adalah Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung
Selatan.

Anggaran Pendap:atan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD uadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pejabat Pengelolean Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah yang se¢lanjutnya disebut dengan SKPKD vyang
mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai sendahara umum daerah.

Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat BUD

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan angg.iran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sekagian tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pcjabat yang diberi kuasa
untuk melaksanal:an sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanal:an sebagian dan fungsi SKPD.
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Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, nienyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggu 1gjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaar APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeuaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk men:rima, menyimpan, membayarkan,
menatusahakan, can mempertanggungjawabkan uang untuk
kepertuan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kcgiatan/bendahara
pengeluaran untu« mengajukan permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah
dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
{revolving) yang dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk
permintaan penzganti uang persediaan vyang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Tambahan L ang vang selanjuinya disingkat SPP-TU adalah
dokumecn yang diajukan bendahara pengeluaran untuk
permintaan tamoahan uang persediaan guna melaksanakan
kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat
digunakan untul: pembayaran langsung dan uang persediaan,

SPP Langsung yang seclanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan peribayaran langsurg kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjien kontrak ke-ja atau surat perintah kerja lainnya
dan pembayaren gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan,

dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna

anggarau/kuas: pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
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Surat Perintah Meinbayar Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna  anggaran/kuasa  peéngguna  anggaran untuk
penerbitan SP2D ¢tas beban beban pengeluaran DPA-SKPQ
vang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanail
kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM  GU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh peigguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
yang dananya dipe -‘gunakan untuk mengganti uang persediaan
yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya  disirgkat SPM-TU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggararn
untuk penerbitani3P2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD,
karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu
uang persediaan yang telah ditetapkan sesual dengan
ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeliaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Fencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah doku men yang digunakan sebagai dasar pencairan
dana yang diterbit<an oleh BUD berdasarkan SPM.

Buku Kas Umura yang selanjuinya disingkat BKU adalah
dokumen digunakan untuk mencatat semua transaksi
penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun

giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi
kesalahan pembu waan.

BAB 11
PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut

a. hemat, tidak inewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan
teknis yang disvaratlan;

b. terarah  dar terkendali  sesual  dengan  rencana,
program/Kkegic tan serla fungsi masing-masing SKPD;

¢. menggunakan Thasil produksi dalam negeri dengan

memperhatiken kemampuan/ potensi daerah; dan

d. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraty an

perundang-undangan yang berlaku.



(2) UP dapat diberikan se tinggi-tingginya :

a. 1/12 (satu per duabelas] dari pagu DPA menurut klasifikasi

belanja barang an belanja lain-lain yang diizinkan untuk
diberikan UP miksimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) untuk pagu sampal dengan Rp. 000.000.000,00
(sembilan ratus ~uta rupiah);

.1/18 (satu pe- delapanbelas) dari pagu DPA menurut

klasifikasi belanja barang dan belanja lain-lain  yang
diizinkan untuk diberikan UP maksimal Rp.100.000.000,00
(seratus juta rusiah) untuk pagu diatas Rp. 900.000.000,00
(sembilan raus  juta rupiahj sampai dengan
Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah};

. 1/24 (satu per duapuluh empat) dari pagu DPA menurut

klasifikasi belanja barang dan belanja lain-lain  yang
diizinkan untul: diberikan UP maksimal Rp.200.000.000,00
(dua ratus  juta rupiah) untuk pagu diatas
Rp.2.400.000.030,00 {dua milyar empat ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
dan

. 1/30 (satu per tigapuluh) dari pagu DPA menurut klasifikasi

belanja barang dan belanja lain-lain yang diizinkan untuk
diberikan UP raaksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) untuk pagu diatas Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar
empat ratus juta rupiah) sampal dengan
Rp.6.000.000.C 00,00 (enam milyar rupiahj;

BAB I1I
PELAKSANAAN PENGELOLAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(1)

Pasal 3

Untuk pelaksana.an pengelolaan APBD, Bupati menetapkan :

o ap

=0

pejabat yang ciberi wewenang menandatangani SPD,

pejabat yang ciberi wewenang mengesahkan SPJ;

pejabat yang c ibert wewenang menandatangani SP2D;
pejabat vyang diberi wewenang menyimpan bukti ash
kepemilikan kzkayaan daerah;

bendahara peerimaan dan bendahara pengeluaran;
bendahara p2ngeluaran yang mengelola belanja bunga,
belanja subs.di, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak
terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD; dan
bendahara  penerimaan  pembantu dan  bendahara
pengeluaran pembantu SKPD.



Untuk pelaksanaar. pengelolaan APBD, Pengguna Anggaran

menunjuk :

a. pejabat penatausahaan keuangan;

b. pejabat pembuat komitmen;

c. pejabat pelaksaza teknis kegiatan yang diberi wewenang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dart suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya; . '

d. pejabat yang diberi wewenang meriandatangani surat bukti
pemungutan pendapatan daerah; _

e. pejabat yang diberi wewenang menandatangani  bukti
penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan

{ pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu
bendahara pengeluaran; dan

g. pembantu pejatat penatausahaan keuangan.

Bagian Kesatu
Penggina Anggaran

Pasal 4

Pengguna Anggaran wajib menyelenggarakan pembukuan
sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pengguna Anggaran yang berhubungan dengan pelaksanaan
APBD, menyampzikan laporan setlap bulan untuk menyusun
perhitungan anggaran secara fertib dan teratur kepada Bupati
Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyampaikan laporan
setiap bulan atas penggelolaan barang/asset yang disertai
dengan dokumen kepemilikan secara tertib dan teratur kepada
Bupati Cq. Kepal: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan, maka :

a. apabila melexhi 15 ({lima belas] hari sampai selama-
lamanya 3 (tiga)] bulan Bupati menunjuk Kuasa
Pengguna Anggaran dan diadakan berita acara serah
terima keadann [sik dan keuangan; dan

b. apabila melekihi 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakan

tugas, maka Bupati menetapkan Pengguna Anggaran
pengganti.

Dalam hal Kepela SKPD dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt),

Bupat: menunuk Pengguna Anggaran sampai ditetapkannya
pejabat delinitif.

Dalam hal Kepc¢la SKPD dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh),
Bupati menunju< Kuasa Pengguna Anggaran.



(7)

Pengguna Anggarai bertanggungjawab terhadap kebenaran
bukti pembayaran yang mengakibatkan pembebanan APBD,
sedangkan Kuasa J’engguna Anggaran bertanggungjawab atas
pelaksanaan tugasr ya kepada Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

(2)

(3)

(4]

(1]

()

Fasal 5

Bendahara Peneriinaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang
merangkap sebaga Pengurus Barang/Penyimpan Barang.

Bendahara Pener maan dan Bendahara Pengeluaran yang
dananya bersumbter dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tidak dip>rkenankan merangkap sebagal Bendahara
Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran yang dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran diangkat

berdasarkan :

a. nilai DP-3 dun tahun terakhir rata-rata bhaik,

b. memilki tanda lulus kursus bendaharawan;

c. pangkat sertndah-rendahnya golongan ll/a dan telah
berstatus Pegawai Neger: Sipil;

d. mempunyai sifat dan akhlak yang baik, jujur, dapat
dipercaya, tidak pemabuk dan penjudi.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran diusulkan
oleh PPKD selaki BUD kepada Bupati berdasarkan data dari
Kepala SKPD.

Pasal 6

Bendahara pencrimaan dan/atau  bendahara pengeluaran
dalam melaksan:ikan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu
bendahara penzrimaan dan/atau pembantu bendahara
pengeluaran.

Untuk mendulung kelancaran tugas perbendaharaan,
bendahara pener maan dan/atau bendahara pengeluaran dapat
dibantu oleh  pembantu bendahara penerimaan dan/atau

pembantu bend:chara pengeluaran yang melaksanakan fungsi
sebagai :

a. kasir atau pembuat dokumen penerimaan; dan

b. kasir, pewbuat dokumen pengeluaran uang atau
pengurusan gaiji.

Penunjukkan tendahara penerimaan pembantu dan/atau
bendahar.a pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



(1)

(4

(1)

Penunjukkan pembantu bendahara penerimagn dan/atau
pembantu bendaha -a pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala SKPD.

Fasal 7

Bendahara Pengeluaran harus menyimpan uang ke dalam
rekening giro dinas yang telah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati pada bank rang ditunjuk.

Bendahara Penge uaran yang karena Ketentuan Peraturan
perundang-undangan harus mempunyai rekening lain pada
bank yang belurn ditunjuk, harus mendapat persetujuan
Bupati.

Bunga Rekening Giro atas simpanan bendahara pengeluaran
sebagaimana dimeksud pada ayat (1) agar dipindah-bukukan ke
rekening Kas Daerah.

Pengguna Anggaan bersama Bendahara Penerimaan dan
Bendahara P:ngeluaran wajib menyelenggarakan
pembukuan/pencatatan secara tertib,

Bazian Ketiga
Pejabat Penatar.sahaan Keuangan SKPD

Pasal 8

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan ]asa
yang disamgaikan oleh bendahara pengeluaran dan
diketahui/disc tujui oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan;

b. meneliti kelenskapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS,

Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

melakukan ve-ifikasi SPP;

menylapkan SPM;

melakukan verilikasi harian atas penerimaan;

melaksanakar akuntansi SKPD; dan

menyiapkan laporan keuangan SKPD.

@ oo a0

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap
sebagal pejaba: yang bertugas melakukan pemungutan

penerimaan nczara/daerah, bendahara, dan/atau pejabat
pelaksana teknis kegiatan.



Dalam rmelaksanzkan tugasnya, Pejabat Penatausahaan
Keuangan menyiaplan :
a. register SPP-UP/ SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS;

b. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS3;
c. register surat penolakan penerbitan SPM;

d. register pencrimaan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran (SFJ);

e. register pen zesahan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran (SPJ);

{. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
(SPJ); dan

g, buku-buku yzng digunakan untuk mencatat prosedur
akuntansi pencrimaan dan pengeluaran kas dalam rangka
menyusun Lapeoran Kcuangan SKPD  (Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan).

Bagian Keempat
Permintaan Pembayaran, Pengelolaan
Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 9

SPP-LS barang can jasa non pihak ketiga digunakan untuk
membiayai belan a internal SKPD selain gaji dan tunjangan,
seperti antara lain : Lembur, Honorarium, Bahan Bakar Minyak
{(BBM), Gaji Nor PNS (Tenaga Harian Lepas Sukarela] dan
Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan dan pengajuan SPP-
LS barang dan jasa non pihak ketiga ini dilakukan oleh
bendahara penge uaran.

SPM untuk penyisian Uang Persediaan/Ganti Uang (UP/GU)
jenis belanja langsung harus disesuaikan dengan kebutuhan riil
yvang akan dilaksinakan pada bulan yang bersangkutan.

Pengajuan SPM pengisian uang persediaan untuk keperluan
selama 1 {satu} bulan.

Kfztentuan batas jumlah Uang Persediaan (UP} sebagaimana
dimaksud pada ¢yat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Untuk keperluaa pembayaran tunai sehari-hari, Bendahara
Pengeluaran diperbolehkan mempunyai persediaan uang kas

sebanyak-banyalinya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah).



Pzsal 10

Kepala Badan Pengelcla Keuungan dan Aset Daerah menolak
permintaan pembayarar apabila :

a.

(1)

(3)

(4)

(1)

(3)

SPM tidak sesuai dengan urusan pernerintahan, program dan
kegiatan, kode akun, kelompok, jenis, objek dan rincian
obyek belanja yaing dianggarkan dalam DPA-SKPD serta
melampaui Surat Penyediaan Dana (SPD); dan

SPM tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan
sah.

Pasal 11

Penanggungjawab Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD h1arus meneliti kebenaran dan sahnya suatu
tagihan sebelum memerintahkan bendahara pengeluaran
untuk melakukan pembayaran dan/atau mengajukan SPM
kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pejabat yang meiandatangani dan/atau mengesahkan bukti
yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak
pembayaran, bertanggungjawab atas kebenaran bukti tersebut.

Terhadap Pejaba:, Orang atau Badan yang menandatangani
dan/atau mengesahkan bukti yang digunakan sebagal dasar
untuk memperoeh hak pembayaran karena kelalaiannya
dan/atau kesalahannya menimbulkan kerugian bagi daerah,
dikenakan tuntulan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap Pejabat, Orang atau Badan yang menerima
pembayaran dar daerah tanpa hak dan/atau berdasarkan
bukti-bukti yang tidak sah dan/atau tidak sesuai dengan
kebenaran dapat dituntut menurut peraturan perundang-
undangan yang terlaku.

Pasal 12

Setiap SKPD yang mempunyal objek  pendapatan,
berkewajiban meningkatkan penerimaan daerah sesuail
dengan wewenaig dan tanggungjawabnya.

Setiap orang atau badan yang melakukan pemungutan
penerimaan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari
kerja diwajibkan menyetor seluruh uang  hasil
pemungutan/penerimaan dimaksud ke Kas Daerah.

Setiap Bendalt.ara Penerimaan selambat-lambatnya pada
tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya menyampaikan laporan
tentang penermaan dan penyetoran pendapatan daerah

kepada Bupati, melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah.



(4)

(1)

(3)

Penulisan kode r:kening dalam Surat Tanda Setoran (STS)
agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 13

Untuk setiap pergeluaran atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dae-ah diterbitkan SPD atau dokumen lainnya
yang dipersamakan dengan SPD.

Anggaran yang disediakan pada setiap kode rekening
merupakan bates tertinggl untuk belanja tidak langsung
dan/atau belanja langsung.

SKPD yang mencapat Alokasi anggaran belanja tidak langsung

dan/atau belanji langsung setiap kegiatan, diuraikan dalam
masing-masing kode rekening belanja.

’asal 14

Permintaan belanja yang belum terprogram dalam Anggaran
Pendapatan dan Belaija Daerah, harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan DPRD.

(1)

(2}

(1)

Ba;zian kelima
Kewajiban Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

Bendahara Pengcluaran sebagai wajib pajak dalam melakukan
setiap pembayaran harus memperhatikan dan melaksanakan
peraturan perpajakan yang berlaku antara lain melakukan
pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan INilai (PPN}, Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPn-BM} dan jenis-jenis Pajak lainnya sesuai dengan
ketentuan pera uran perundang-undangan yang berlaku.

Semua penerin aan pajak yang dipungut harus segera disetor
ke Kas Negara dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal 16

Bendahara Pengeluaran mencatal semua penerimaan dan
pengeluaran ds lam Buku Kas Umum (BKU).

BKU Bendahara Pengeluaran ditutup setiap bulan dengan

sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran.

Sisa BKU harus sama dengan sisa Buku Kas Pembantu.



(1)

Jumlah yang tertera dalam BKU menunjukkan secara
keseluruhan uang, yang ada dalam pengelolaan keuangan baik
tunai maupun sisa Bank dan/atau surat-surat berharga.

Setiap bukti traniaksi yang sah atas belanja dan penerimaan
harus dicatat terlebih dahulu dalam BKU selanjutnya dicatat
dalam buku-buku pembantu.

Apabila pada akhir Tahun Anggaran terdapat sisa kas pada

bendahara penge uaran dialur sebagai berikut :

a. sisa kas yang ada harus disetor ke Kas Daerah paling
lambat tanggil 31 (tiga puluh satu) Desember tahun
anggaran yang, bersangkutan {contra pos); dan

b. penyetoran se>agaimana dimaksud pada huruf a dilakukan
dengan menggunakan Surat Tanda Setoran ( STS ).

Bag'an keenam

Pertanggungjawatian / Pengguna Anggaran

I'asal 17

Selambat-lambainya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya,
bendahara penzeluaran diwajibkan mengirimkan laporan
pertanggungjawe ban disertai dengan bukti yang sah kepada
Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Inspektorat.

Setiap bukti peageluaran/penggunaan uang oleh bendahara
pengeluaran yang akan dipertanggungjawabkan harus
diverifikasi terlzbih dahulu oleh Pejabat Penatausahaan
Keuangan pada sSKPD.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dacrah tidak
dapat menerbitzan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

pengisian/ penggantian kas apabila SPJ bulan lalu sebelum
disahkan.

Pasal 18

Syarat-syarat yaag harus dipenuhi untuk sahnya Bukti Kas
Pengeluaran (BKY)) adalah sebagai berikut

a. BKP dibuat atas nama SKPD, tidak diperkenankan atas
nama pribadi;

b. dalam BKP jumlah yang tertulis dengan huruf harus sama
dengan yaneg tertulis dengan angka;

c. uraran dalain BKP harus jelas dan sesuai dengan tujuan
pengeluaran dana yang tercantum dalam DPA-SKPD;

d. BKP harus ditandatangani oleh yang bert:zk menerima

pembayaran, bendahara dan pengguna anggaran;



e. apabila yang berhak menerima pembayaran_lebih dari 1
(satu) orang, waka BKP cukup ditandatangani oleh 1 (satu)
orang yang mewakili, tetapi harus didukung dquan daf_tar
nama yang €lah ditandatangani oleh masing-masing
penerima pembayaran; dan

f. apabila yang Herhak menerima pembayaran adalah pihak
ketign, maka dalam BKP harus dicantumkan nama
penerima dan dibubuhi tanda langan serta stempel/cap
perusahaan dan/atau badan yang bersangkutan,

" Fasal 19

Pengguna Anggaran herhak menolak Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) yang disampai¢an oleh bendahara pengeluaran, apabila
setelah diteliti/diperiksa oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan
ternyata tidak sesua dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlak-:.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, SEMIN2ZR ATAU LOKAKARYA SERTA
KEGIATAN LAINNYA

Pasal 20

(1)  Penyelenggaraa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Seminar
atau Lokakarya serta Kegiatan Lainnya bagi aparatur
pemerintah {PNS dan Non PNS) selama 3 (tiga) han dapat
dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan.

(2) Penyelenggaraaa Diklat, Seminar atau Lokakarya serta
kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
waktu lebih da-i 3 {tiga) hari harus dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan bekerjasama dengan
mstansi terkait

BAB V
PIINGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan terhad:p .pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yarg ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran SKPD dilakukan aleh Lembaga Pengawasan sesuai dengan
ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

?asal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati
Nomor 19 Tahun 20 .3 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belan a Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
Anggaran 2013 dicabu: dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Pcraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahikan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 27 Janueri 2014
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

_ RYCKY MENOZA SZP
Diundangkan di Kalianda

pada tanggal 27 Janumari 01l
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUYTONO

BERITA DAERAH BUPATEN LAN PUNG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR ¢
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